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Abstrak

Beban tuberkulosis di Indonesia termasuk lima tertinggi di dunia. Temuan

kasus dan pengobatan adalah pilar utama program penanggulangan tu-

berkulosis. Survei nasional menunjukkan peningkatan penggunaan rejimen

tidak standar dari 16,8% (2010) menjadi 55,6% (2013). Peningkatan peng-

gunaan rejimen tidak standar diduga berpengaruh terhadap ketidakpatuhan

berobat. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari ketidakpatuhan berobat

pada orang dengan tuberkulosis yang menerima rejimen tidak standar dan

rejimen standar. Penelitian menggunakan data sekunder Riset Kesehatan

Dasar 2010. Analisis logistik multivariabel dilakukan pada sampel 971 orang

dengan tuberkulosis yang selesai mendapatkan pengobatan. Hasil peneli-

tian menunjukkan ada kecenderungan orang dengan tuberkulosis yang

menerima rejimen tidak standar memiliki ketidakpatuhan berobat lebih ting-

gi. Hasil penelitian juga menunjukkan odds untuk tidak menyelesaikan

pengobatan lebih tinggi pada orang yang menerima rejimen tidak standar

dibandingkan orang yang menerima rejimen standar, yaitu odds ratio

terkontrol 2,4 (95% CI odds ratio: 1,7-3,5). Dalam upaya menjamin

kepatuhan berobat tuberkulosis, mutu program pengobatan perlu di-

tingkatkan; di antaranya adalah ketersediaan rejimen standar, penyetaraan

standar pengobatan antara fasilitas pelayanan kesehatan swasta dan pub-

lik, serta sistem pemantauan minum obat.

Kata kunci: Kepatuhan, pengobatan tuberkulosis, rejimen

Abstract

Indonesia is one of five highest tuberculosis burden countries. Case finding

and treatment are the main pillars of tuberculosis control program. National

survey reported that the usage of nonstandarized regimen is increased from

16,8% (2010) to 55,6% (2013). Increase use of nonstandarized regimen is

associated with poor adherence tuberculosis treatment. This study pur-

posed to compare the poor adherence of tuberculosis treatment among

people who received standarized regimen and people who received non-

standarized regimen. The study used secondary data of National Health

Survey 2010. Analysis used multivariable logistic through 971 people who

completed tuberculosis treatment. This study found that people who re-

ceived nonstandarized regimen had higher poor adherence of tuberculosis

treatment than people who received standarized regimen. The result also

showed that the odds of not to complete the treatment was higher in peo-

ple who received nonstandarized regimen than who received standarized

regimen, adjusted OR was 2,4 (95% CI OR: 1,7-3,5). To assure the adhe-

rence to tuberculosis treatment is to strengthen tuberculosis treatment pro-

gram; such as the availability of standarized regimen, the equality of stan-

dard tuberculosis treatment among public and private health services, and

the system of observed treatment. 

Keywords: Adherence, tuberculosis treatment, regimen

Pendahuluan
Kematian akibat tuberkulosis merupakan kematian

kedua tertinggi karena penyakit menular di dunia.1

Indonesia termasuk dalam 22 negara dengan beban tu-
berkulosis tinggi di dunia. Berdasarkan estimasi jumlah
kasus baru tuberkulosis, Indonesia menduduki peringkat
keempat di dunia dan ketiga di Asia setelah India dan
Cina. Hasil riset operasional tuberkulosis menunjukkan
estimasi prevalensi tuberkulosis tahun 2010 sekitar 293
orang per 100.000 penduduk (250-335). Estimasi kasus
tuberkulosis yang meninggal pada tahun 2010 sekitar
3%, meningkat dibandingkan tahun 2007-2009 yang
berkisar 1,3%.2

Temuan kasus dan pengobatan adalah pilar utama
program penanggulangan tuberkulosis. Prinsip pengo-
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batan tuberkulosis meliputi rejimen standar, pemantauan
kepatuhan, pengobatan selama enam bulan yang terdiri
dari fase intensif dan lanjutan, serta penyelenggaraan
pengobatan standar tuberkulosis melalui fasilitas
pelayanan kesehatan yang menjalankan Directly
Observed Therapy Shortcourse (DOTS).3 Keberhasilan
pengobatan tuberkulosis ditentukan oleh kepatuhan
dalam menyelesaikan pengobatan.4 Kepatuhan berobat
tuberkulosis diukur menggunakan orientasi proses
(keteraturan mengambil obat sesuai resep yang dian-
jurkan dan melakukan pemeriksaan ulang) dan orientasi
dampak (kesembuhan atau kelengkapan pengobatan).5,6

Sedangkan ketidakpatuhan merujuk apabila orang de-
ngan tuberkulosis yang melewatkan satu pengobatan
(tidak minum obat) dan tidak melakukan pemeriksaan
ulang selama proses pengobatan tuberkulosis.5

Pengobatan tuberkulosis menggunakan obat/rejimen
yang bioavaibilitasnya telah diketahui, yaitu kombipak
atau kombinasi dosis tetap. Rejimen standar tersebut
tersedia dalam bentuk paket dengan tujuan mencegah
obat resistensi, memudahkan pemberian obat, dan men-
jamin kelangsungan pengobatan sampai selesai.

Sebagian besar pengobatan tuberkulosis dijangkau
oleh pelayanan kesehatan pemerintah. Rejimen standar
tuberkulosis diberikan gratis di seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan yang menjalankan strategi DOTS.
Pemberian rejimen standar secara gratis diharapkan di-
ikuti dengan kepatuhan dalam menyelesaikan pengo-
batan sehingga keberhasilan pengobatan tuberkulosis
meningkat. Sementara itu, hasil survei nasional menun-
jukkan adanya peningkatan penggunaan rejimen tidak
standar dari 16,8% (2010) menjadi 55,6% (2013).7,8

Peningkatan rejimen tidak standar diduga meningkatkan
ketidakpatuhan orang dengan tuberkulosis dalam menye-
lesaikan pengobatannnya. Berdasarkan penjelasan terse-
but, perlu dilakukan penelitian untuk mempelajari keti-
dakpatuhan berobat pada orang dengan tuberkulosis
yang menerima rejimen tidak standar dan rejimen stan-
dar.

Metode
Penelitian dilakukan pada bulan Februari hingga Juni

2014 menggunakan data sekunder Riskesdas 2010 de-
ngan desain potong lintang. Populasi penelitian adalah
individu yang berusia ≥15 tahun dengan tuberkulosis dan
mendapatkan pengobatan tuberkulosis di Indonesia.
Sedangkan sampel dari penelitian ini adalah individu
berusia ≥15 tahun yang pernah didiagnosis menderita tu-
berkulosis paru oleh tenaga kesehatan 12 bulan terakhir
saat survei Riskesdas dan mendapatkan pengobatan tu-
berkulosis. Individu yang tidak mendapatkan pengobatan
atau sedang dalam proses pengobatan tidak masuk dalam
kriteria sampel penelitian. Rejimen merupakan jenis obat
yang diminum orang dengan tuberkulosis dalam masa

pengobatan tuberkulosis. Rejimen standar adalah jenis
kombipak atau kombinasi dosisi tetap (fixed dose com-
bination) yang terdiri dari rifampicin, isoniazid, pyrazi-
namid, dan ethambutol disertai pedoman dosis tertentu
sedangkan rejimen tidak standar adalah rejimen selain
tersebut. Ketidakpatuhan didefinisikan sebagai lama
waktu orang dengan tuberkulosis melakukan pengobatan
tuberkulosis. Patuh adalah orang dengan tuberkulosis
yang melakukan pengobatan selama enam bulan atau
lebih sedangkan tidak patuh adalah orang dengan tu-
berkulosis yang berhenti berobat kurang dari atau sama
dengan lima bulan. Analisis data yang dilakukan meliputi
analisis deskriptif, asosiasi sederhana, dan asosiasi mul-
tivariabel. Analisis asosiasi sederhana menggunakan uji
logistik sederhana sedangkan analisis asosiasi multivari-
abel menggunakan uji logistik multivariabel. Analisis di-
lakukan pada sampel berjumlah 971 orang dengan tu-
berkulosis yang selesai mendapatkan pengobatan.
Hipotesis yang ditegakkan dalam penelitian ini adalah
orang dengan tuberkulosis yang menerima rejimen tidak
standar akan lebih tidak patuh dibandingkan yang
menerima rejimen standar.

Hasil
Rejimen Standar dan Tidak Standar

Sebanyak 85,07% orang dengan tuberkulosis meneri-
ma rejimen standar dan 14,93% menerima rejimen tidak
standar. Sebanyak 32,41% rejimen tidak standar me-
ngandung rifampicin, sedangkan rejimen tidak standar
yang tidak mengandung rifampicin sebesar 67,59%
(Tabel 1). 

Berdasarkan fasilitas pelayanan kesehatan tempat
pengobatan, 10,62% orang yang berobat di fasilitas
pelayanan kesehatan publik menerima rejimen tidak
standar, sedangkan di fasilitas pelayanan kesehatan
swasta terdapat 26,42%. Pada rejimen tidak standar, ada
29,33% orang yang berobat di fasilitas pelayanan kese-
hatan publik menerima rejimen tidak standar yang meng-
andung rifampicin sedangkan fasilitas pelayanan kese-
hatan swasta ada 35,71% (Tabel 2).

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tempat Pengobatan, Regional,

dan Tingkat Pendidikan

Sebanyak 73,64% orang dengan tuberkulosis patuh
berobat, sedangkan yang tidak patuh berobat sebesar
26,36%. Berdasarkan fasilitas pelayanan kesehatan tem-

Tabel 1. Distribusi Jenis dan Komposisi Rejimen Tuberkulosis

Variabel Kategori n %

Rejimen tuberkulosis Standar 826 85,07

Tidak standar 145 14,93

Komposisi rejimen tidak standar Mengandung rifampicin 47 32,41

Tidak mengandung rifampicin 98 67,59
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pat pengobatan, ada 72,71% orang dengan tuberkulosis
berobat di fasilitas pelayanan kesehatan publik sedang-
kan di fasilitas pelayanan kesehatan swasta sebesar
27,29%. Proporsi tempat tinggal orang dengan tuberku-
losis tertinggi di Jawa dan Bali sebesar 62,08%, diikuti
Indonesia Timur 23,27% dan Sumatra 14,11%.
Sebagian besar orang dengan tuberkulosis berpendidikan
kurang dari atau sama dengan tamat SD/MI, yaitu sebe-
sar 66,63% sedangkan yang tamat lebih dari SD/MI
sebesar 33,37% (Tabel 3).

Asosiasi Sederhana

Terdapat 44,83% orang yang menerima rejimen tidak
standar tidak patuh berobat, sedangkan pada orang yang
menerima rejimen standar ada 23,12%. Odds untuk

tidak patuh berobat 2,7 kali lebih tinggi pada orang yang
menerima rejimen tidak standar dibandingkan rejimen
standar (Tabel 4).

Tabel 4 menunjukkan, sebanyak 38,11% orang de-
ngan tuberkulosis yang berobat di fasilitas pelayanan ke-
sehatan swasta tidak patuh berobat, sedangkan pada
orang yang berobat di fasilitas pelayanan kesehatan pub-
lik ada 21,95%. Odds untuk tidak patuh berobat 2,19
kali lebih tinggi pada yang menerima pengobatan di fasi-
litas pelayanan kesehatan swasta dibandingkan di fasili-
tas pelayanan kesehatan publik.

Sebanyak 28,78% orang yang bertempat tinggal di
Jawa dan Bali tidak patuh berobat, 22,63% di Sumatra
dan 22,12% di Indonesia bagian timur. Odds untuk tidak
patuh berobat orang dengan tuberkulosis yang bertempat
tinggal di Indonesia timur dan Sumatra tidak jauh berbe-
da. Odds untuk tidak patuh berobat 1,42 kali lebih ting-
gi pada orang yang bertempat tinggal di Jawa dan Bali
dibandingkan di Sumatra (Tabel 4).

Pada Tabel 4, sebanyak 29,52% orang dengan tu-
berkulosis yang berpendidikan kurang dari atau sama
dengan tamat SD/MI tidak patuh berobat sedangkan pa-
da orang yang berpendidikan lebih dari tamat SD/MI ada
20,06%. Odds untuk tidak patuh berobat 1,67 kali lebih
tinggi pada orang yang berpendidikan kurang dari atau
tamat SD dibandingkan yang berpendidikan lebih dari
tamat SD.

Tabel 4. Ketidakpatuhan Berobat Berdasarkan Rejimen Tuberkulosis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tempat Pengobatan,

Regional, dan Tingkat Pendidikan

Ketidakpatuhan Berobat

Variabel Kategori Patuh Tidak Patuh OR 95% CI

n % n %

Rejimen tuberkulosis Standar 635 76,88 191 23,12 1 1

Tidak standar 80 55,17 65 44,83 2,70 1,88 - 3,89

Fasilitas pelayanan kesehatan tempat pengobatan Publik 551 78,05 155 21,95 1 1

Swasta 164 61,89 101 38,11 2,19 1,61 - 2,97

Regional Sumatra 176 77,88 50 22,12 1 1

Jawa dan Bali 106 77,37 31 22,63 1,03 0,62 - 1,71

Indonesia Timur 433 71,22 175 28,78 1,42 0,99 - 2,04

Tingkat Pendidikan ≤ Tamat SD/MI 259 79,94 65 20,06 1 1

>Tamat SD/MI 456 70,48 191 29,52 1,67 1,21 - 2,30

Tabel 3. Distribusi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tempat Pengobatan,

Regional, dan Tingkat Pendidikan

Variabel Kategori n %

Ketidakpatuhan berobat Patuh 715 73,64

Tidak patuh 256 26,36

Fasyankes tempat pengobatan Publik 706 72,71

Swasta 265 27,29

Regional Sumatra 137 14,11

Jawa dan Bali 608 62,62

Indonesia Timur 226 23,27

Tingkat Pendidikan ≤ Tamat SD/MI 647 66,63

>Tamat SD/MI 324 33,37

Tabel 2. Jenis dan Komposisi Rejimen Tuberkulosis Berdasarkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tempat Pengobatan

Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Jenis dan Komposisi Rejimen Tuberkulosis Kategori Publik Swasta

n % n %

Rejimen tuberkulosis Standar 631 89,38 195 73,58

Tidak standar 75 10,62 70 26,42

Komposisi rejimen tidak standar Mengandung rifampicin 22 29,33 25 35,71

Tidak mengandung rifampicin 53 70,67 45 64,29
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Asosiasi Multivariabel Jenis Rejimen Tuberkulosis dengan

Ketidakpatuhan Berobat

Odds untuk tidak patuh 2,43 kali lebih tinggi pada
orang yang menerima rejimen tidak standar diban-
dingkan orang yang menerima rejimen standar pada fasi-
litas pelayanan kesehatan tempat pengobatan, tingkat
pendidikan, dan regional yang sama (Tabel 5). 

Pembahasan
Sebanyak 23,12% orang yang menerima rejimen stan-

dar tidak patuh berobat sedangkan pada orang yang
menerima rejimen tidak standar ada 44,83% tidak patuh
berobat. Laporan surveilans tuberkulosis juga menun-
jukkan angka putus berobat yang relatif rendah pada
orang yang menerima rejimen standar. Tahun 2010 dila-
porkan angka putus berobat pada pasien baru basil tahan
asam (BTA) positif sebesar 4,03% dan BTA negatif sebe-
sar 6,87% sedangkan tahun 2011 dilaporkan penurunan
yang rendah menjadi 3,84% pada BTA positif dan 6,73%
pada BTA negatif. Pada analisis multivariabel, dida-
patkan odds untuk tidak patuh 2,43 kali lebih tinggi pa-
da orang yang menerima rejimen tidak standar diban-
dingkan orang yang menerima rejimen standar pada fasi-
litas pelayanan kesehatan tempat pengobatan, tingkat
pendidikan, dan regional yang sama.

Rejimen standar disediakan dalam bentuk paket guna
memudahkan pemberian obat dan menjamin kelangsung-
an pengobatan tuberkulosis sampai selesai. Disamping
itu, rejimen standar diberikan gratis pada fasilitas
pelayanan kesehatan yang menjalankan Directly
Observed Treatment Short Course (DOTS).3 Kedua hal
ini mendorong orang untuk patuh menyelesaikan pengo-
batan. Sedangkan, orang dengan DOTS yang menerima
rejimen tidak standar membutuhkan biaya untuk dikelu-
arkan. Pada rejimen tidak standar, ditemukan pemberian
obat yang mengandung rifampicin dalam bentuk obat
tunggal atau beserta obat lain tanpa pedoman pengo-
batan tuberkulosis (tidak dalam bentuk paket).
Rifampicin merupakan jenis obat yang mahal sehingga
beban biaya yang dikeluarkan menjadi salah satu kendala
orang tidak patuh berobat.9

Jenis rejimen yang diterima berkaitan dengan fasilitas
pelayanan kesehatan tempat pengobatan. Fasilitas
pelayanan kesehatan publik memberikan proporsi reji-
men standar yang lebih tinggi dibandingkan fasilitas

pelayanan kesehatan swasta. Ada 89,38% orang yang
berobat di fasilitas pelayanan kesehatan publik menerima
rejimen standar sedangkan di swasta ada 73,58% yang
menerima rejimen standar. Hal tersebut sejalan dengan
proporsi keterlibatan fasilitas pelayanan kesehatan pub-
lik yang lebih banyak menjalankan DOTS dibandingkan
swasta. Sedangkan di fasilitas pelayanan kesehatan pub-
lik, ada 10,62% pasien yang menerima rejimen tidak
standar dan di swasta terdapat 26,42% yang menerima
rejimen tidak standar. Penelitian sebelumnya juga me-
nunjukkan dokter praktik swasta cenderung meresepkan
obat lepas.10

Diantara jenis rejimen tidak standar, ada 32,41% obat
mengandung rifampicin. Rifampicin merupakan kompo-
nen penting dalam obat tuberkulosis yang manfaatnya
tinggi dengan biaya kemoterapi lebih murah dihitung per
kasus yang disembuhkan.11 Standar pengobatan tu-
berkulosis memang mengharuskan adanya rifampicin, na-
mun pemberian obat tunggal terutama hanya rifampicin
dapat mengakibatkan obat resistensi. Sebagaimana dike-
tahui pemberian rejimen standar dalam bentuk kombi-
nasi guna menghindari kejadian obat resistensi.

Salah satu komponen penting dalam pengobatan tu-
berkulosis adalah sistem pemantauan minum obat. Pada
fasilitas pelayanan kesehatan publik yang sebagian besar
menjalankan strategi DOTS, pemberian rejimen standar
disertai dengan adanya sistem pemantauan minum obat.
Sebaliknya, pada fasilitas pelayanan kesehatan swasta ku-
rang tersedia sistem pemantauan minum obat. Upaya
peningkatan kualitas pelayanan kesehatan harus mampu
memenuhi kebutuhan orang dengan tuberkulosis melalui
sistem pemantauan obat yang diberikan.12 Sistem pe-
mantauan minum obat akan meningkatkan orang dengan
tuberkulosis untuk patuh minum obat dan melakukan
pemeriksaan ulang. 

Seiring dengan perkembangan teknologi dikem-
bangkan sistem pemantauan minum obat berbasis
teknologi antara lain melalui panggilan telepon dan pesan
singkat. Panggilan telepon dan pesan singkat ditujukan
untuk mengingatkan orang dengan tuberkulosis untuk
mengambil obat dan melakukan pemeriksaan ulang.13

Selain itu, melalui panggilan telepon orang dengan tu-
berkulosis dapat mengklarifikasi kepada petugas kese-
hatan tentang efek samping dan gejala-gejala yang diala-
mi sewaktu-waktu.14 Hal tersebut merupakan salah satu

Tabel 5. Model Akhir Ketidakpatuhan Berobat Orang dengan Tuberkulosis

Crude Adjusted*

Rejimen Tuberkulosis

OR 95% CI OR 95% CI

Rejimen tidak standar dibandingkan standar 2,70 1,88 - 3,89 2,43 1,66 - 3,54

*setelah dikontrol oleh fasilitas pelayanan kesehatan tempat pengobatan, tingkat pendidikan, dan regional
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bentuk konseling pengobatan tuberkulosis. Orang den-
gan tuberkulosis yang tidak menerima konseling atau in-
formasi yang adekuat selama pengobatan tuberkulosis
merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan
putus berobat.15 Komunikasi antara orang dengan tu-
berkulosis dan petugas kesehatan yang baik akan
meningkatkan kualitas rekaman pengobatan sehingga
apabila orang dengan tuberkulosis terindikasi tidak
patuh berobat maka akan dilakukan tindakan lebih lan-
jut secara cepat.16

Pengobatan tuberkulosis bertujuan untuk menyem-
buhkan pasien, mencegah kematian, mencegah kekam-
buhan, memutuskan rantai penularan dan mencegah ter-
jadinya resistensi kuman terhadap rejimen.3 Kepatuhan
berobat tuberkulosis akan meningkatkan keberhasilan
pengobatan, sedangkan ketidakpatuhan berobat berisiko
untuk terjadi obat resistensi.17,18 Beban pengobatan
ulang tuberkulosis lebih besar pada kasus obat resisten-
si dibandingkan kasus baru. Dalam menjamin kepatuhan
berobat, standar mutu pengobatan tuberkulosis perlu
diperkuat. Standar pengobatan tuberkulosis diantaranya
adalah pemantauan kepatuhan minum obat, konseling
dan penyuluhan yang berpihak pada orang dengan tu-
berkulosis, pemeriksaan dahak berkala untuk mengecek
apakah terjadi konversi atau terdapat obat resistensi, ser-
ta rekaman pengobatan seperti respons bakteriologis dan
efek samping. Jaminan kepatuhan orang dengan tu-
berkulosis untuk menjalani pengobatan sampai selesai
dan penyembuhan penyakit menular merupakan bagian
dari sistem kesehatan masyarakat dan komunitas, bukan
sekedar bagian dari orang dengan tuberkulosis.19 Selain
itu, ketersediaan obat merupakan salah satu faktor yang
berhubungan dengan kepatuhan berobat.20 Ketersediaan
obat dapat menjamin kelangsungan orang dengan tu-
berkulosis yang rutin mengambil obat untuk rutin
minum obat sehingga terhindar dari putus berobat.6

Kesimpulan
Sekitar seperempat orang dengan tuberkulosis tidak

menyelesaikan pengobatan dari total orang dengan tu-
berkulosis yang mendapatkan pengobatan. Perilaku
pengobatan orang dengan tuberkulosis lebih banyak
memilih fasilitas pelayanan kesehatan publik diban-
dingkan swasta. Orang dengan tuberkulosis yang mene-
rima rejimen tidak standar ternyata lebih banyak yang
tidak patuh menyelesaikan pengobatan dibandingkan
dengan yang menerima rejimen standar. Odds untuk
tidak patuh menyelesaikan pengobatan dapat dua kali
lebih tinggi pada orang yang menerima rejimen tidak
standar dibandingkan dengan orang yang menerima reji-
men standar.

Saran
Ketidakpatuhan berobat merupakan hambatan dalam

mencapai keberhasilan pengobatan tuberkulosis. Upaya
peningkatan kepatuhan berobat orang dengan tuberkulo-
sis perlu didukung dengan memperkuat mutu pengobatan
tuberkulosis. Peningkatan mutu pengobatan tuberkulosis
dapat dilakukan dengan mendorong penggunaan dan men-
jamin ketersediaan rejimen standar, menyetarakan standar
pengobatan tuberkulosis antara fasilitas pelayanan kese-
hatan publik dan swasta, dan meningkatkan sistem pe-
mantauan minum obat antara lain berbasis teknologi (pe-
san singkat dan panggilan telepon).
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